P

Menimbang

Mengingat

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR <s¢ TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat;

il

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340); :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
1039);

8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2018
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan q
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten /
Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 36) sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 22
Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ~ l
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerall
Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

3. Dinas adalah Perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
adalah  Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang
menyelenggarakan dan mengordinasikan pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD
adalahsistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah
dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga,
kelompok, dan masyarakat.

9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman mengenai
organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas dan transparansi dalam pola tata
kelola BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 3

/

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

a. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan ’(
efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntansi pengelolaan dana serta
optimalisasi pemanfaatan teknologi; Ar‘

b. meningkatkan pengelolaan puskesmas secara professional, transparan, efisien
dan kemandirian puskesmas.

c. meningkatkan keselarasan dan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas
dan fungsi serta sumber daya manusia pada puskesmas; dan

d. meningkatkan kontribusi puskesmas dalam memberikan pelayanan Kesehatan
secara optimal.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 4

(1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan
yang bekerja secara profesional.

(2) Puskesmas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.

(3) Puskesmas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.

(4) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 5

Tugas pokok Puskesmas adalah melaksanakan sebagian tugas operasional dan
kebijakkan teknis Dinas Kesehatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, dan
pengembangan upaya kesehatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Puskesmas memiliki fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah
kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang
untuk:

a. masyarakat pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan
masyarakat;

b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah

kesehatan masyarakat;

menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit; q

melaksanakan kegiatan promotif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang '

ditujukan kepada masyarakat; /

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan

kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan posyandu yang berada diwilayah W

kerjanya termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;

melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;

melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

menciptakan komunitas gaya hidup sehat;

mengordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembagunan yang

menjalankan program kesehatan, swasta, fasilitas pelayanan kesehatan

tingkat pertama lainnya dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka
mencapai wilayah kerja yang sehat;

J.  menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan
masalah kesehatan yang bekerjasama dengan pimpinan wilayah dan sektor
lainnya terkait perbaikan determinan kesehatan, termasuk determinan
sosial, ekonomi, komersial dan lingkungan;

k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan
melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan serta advokasi
pembangunan berwawasan kesehatan; dan

l.  memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga,
kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan
mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual.

o o

S ekt

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah
kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang
untuk:

a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif,
berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor
biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-
pasien yang erat dan setara;

b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan Kkesehatan,
keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam
upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;



melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pelayanan
kesehatan di tingkat desa yang berada di wilayah kerjanya, termasuk
penyelenggaraan kesehatan tradisional;

melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam
rangka mengatasi faktor resiko perilaku;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja
sama antar profesi;

membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka

mengatasi faktor resiko sosial yang mempengaruhi kondisi kesehatan
perseorangan;

menyelenggarakan rekam medis;

melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan
pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
menerima rujukan horizontal dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama ataupun sektor lain.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8,
Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Jaringan dan Jejaring Fasilitas
Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 10 q

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, *
wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit
pendidikan. ol‘/
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana
pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai
jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 11

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari:

a. pimpinan BLUD

b. pejabat keuangan; dan

c. pejabat teknis.

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a
dijabat oleh kepala Puskesmas.

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku
kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
dijabat oleh kepala sub bagian tata usaha.

Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh
bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu.



(5)

(6)

(7)

@)

)

(1)

(2)

(1)

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c

mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab kegiatan teknis operasional dan

pelayan di bidangnya.

Tata Kelola pelayanan kesehatan di Puskesmas diselenggarakan secara

terintegrasi melalui sistem klaster.

Sistem klaster sebagimana dimaksud pada ayat (6) adalah

a. klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen;

b. Kklaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;

c. klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dewasa dan
lanjut usia;

d. Kklaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit
menular dan kesehatan lingkungan; dan

e. klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster.

Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11

ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada pimpinan BLUD.

Pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan dengan Keputusan pimpinan

BLUD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 13

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a,

mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan
produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

menyusun Rencana Strategis;

menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati
sesuai ketentuan;

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain
pejabat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh
pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan
internal, serta menyampaikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta
keuangan BLUD kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan

keuangan.

a o

Pasal 14

Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;

c. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;



(2)
(3)

(4)

(1)

3)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

menyusun Kkebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada
dibawah penguasaannya;

. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai
dengan kewenangannya.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu.

Pejabat keuangan, bendahara penerimaan pembantu, dan bendahara
pengeluaran pembantu harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Serp . mbe

Pasal 15

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c,

mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di
bidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan
RBA;

c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan &
di bidangnya; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai /
dengan kewenangannya.

Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat *

(1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional

dan pelayanan di bidangnya. QA’

Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas

sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Pasal 16

Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat
pembinaan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas
kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki
otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan
pembangunan kesehatan Daerah.

Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab
dinas kesehatan.

Pasal 17

Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja
dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan
bersumber daya mayarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah
kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi
dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.



3)

(4)
()

(1)

(2)

(3)

(4)

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain
dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat bersifat pembinaan,
koordinasi, dan/ atau rujukan di bidang upaya Kesehatan.

Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya
sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.

Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya
kesehatan yang paripurna.

Pasal 18

Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui
laporan kinerja yang disampaikan kepada kepala dinas kesehatan secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan,
kinerja keuangan dan manajemen Puskesmas.

Kepala dinas kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap laporan
kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan
kinerja Puskesmas.

Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas
mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi
Puskesmas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap Puskesmas wajib menyusun

dan menerapkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
sebagai berikut:

a.
b.

C.

(1)
(2)

)

untuk menjamin kualitas pelayanan BLUD Puskesmas, Bupati menetapk
standar pelayanan minimal BLUD Puskesmas;

standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
oleh Kepala Puskesmas;

standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan kualitas layanan dan pemerataan pelayanan; dan
standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

. jenis pelayanan;

proses pelayanan;

waktu pelayanan; dan

kompetensi pemberi pelayanan.

RSN

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 20

Puskesmas dalam kegiatan operasionalnya mengembangkan fungsi

pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan.

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah Puskesmas; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah Puskesmas.

Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip dan/
atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan yang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan,
kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan
rumah tangga Puskesmas;

lf/
h



c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Pasal 21

(1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas:
a. pejabat pengelola; dan
b. pegawai.

(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung
jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian pelayanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan
kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.

Pasal 22

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) berasal dari:

a. pegawai negeri sipil; dan/atau q

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,sesuai dengan ketentuan ,
peraturan perundang-undangan. ‘/

(2) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya. *

(3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan
kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsi‘p_,_:A__
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(4) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau
tetap.

(5) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana
dimaksud ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun,
dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan
berikutnya.

(6) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi
berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan,
penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat

pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 24

(1) Pembinaan teknis puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Pembinaan Keuangan Puskesmas oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan diSungai Raya
pada tanggal § Seprerber oo

),BUPATI KUBU RAYA,

6.

SUJIWO

Paraf Koordinasi

Sekretaris Daerah

N — S—

& /
. : 3
Asisten Pemerintatan dan /
Kesejahteraan R t

:'.,.—,

Kepala Bagian Hukum *

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ... J....Seoverber 209€
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN... 2295 NOMOR..S¢
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